BAB IV

ANALISIS AI-MASLAHAHTERHADAP PERJANJIAN
PERNIKAHAN POLIGAMI YANG BERTUJUAN HANYA
UNTUK MENDAPATKAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik)

A. Analisis Deskripsi Perjanjian Pernikahan Poligami Yang Bertujuan Hanya

Untuk Mendapatkan Anak

Dalam kasus ini, secara praktik, ada dua hal pokok yang perlu
diperhatikan, yaitu poligami dan perjanjian kawin. Poligami yang dilakukan
oleh Tasrokhun Nihwan untuk menikahi Novia Rachmawati setelah
mendapatkan ijin dari istri pertama, yaitu Latifatul Aimmah dan perjanjian
kawin yang dilakukan antara Tasrokhun Nihwan dengan Novia Rachmawati.
Meskipun dalam praktiknya, perjanjian kawin yang dilakukan lebih mengarah
pada taklik talak, yaitu, apabila istri kedua, Novia Rachmawati telah
melahirkan anak, maka ia akan dicerai oleh tasrokhun Nihwan.

Pokok pertama yang terjadi dalam kasus tersebut ialah poligami. Pada
dasarnya islam memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari
seorang perempuan dengan batas maksimal empat orang. Pernikahan
poligami yang dilakukan oleh Tasrokhun Nihwan masih bisa dianggap wajar,
mengingat Novia Rachmawati hanya merupakan istri yang kedua. Terlebih,
pernikahan poligami yang dilakukan itu telah mendapatkan persetujuan dari
istri pertama. Dengan beberapa alasan, yaitu;

1. Istri pertama belum juga mendapatkan anak setelah 6 tahun berjalan
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2. Istri pertama merasa tidak bisa memberikan keturunan
3. Istri pertama memberikan saran untuk melakukan poligami.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum islam, Tasrokhun Nihwan
sudah bisa melakukan poligami. Apalagi ia bisa memenuhi kebutuhan lahir
dan batin. Hal ini terbukti dengan kesanggupannya untuk membelikan istri
keduanya rumah. Dari ini sudah bisa dinilai bahwa ia adalah orang yang
mampu secara ekonomi. Selain itu, ia juga tidak memiliki kelemahan dalam
berhubungan seksual. Sebaliknya, istri pertamanya justru yang tidak mampu
memberikan keturunan.

Pokok yang kedua, yaitu masalah perjanjian kawin. Pada dasarnya
membuat perjanjian dalam pernikahan hukumnya mubah, artinya boleh
seseorang untuk membuat perjanjian atau boleh juga tidak membuat. Hukum
membuat perjanjian ini tidaklah menjadi perdebatan akan tetapi hukum
memenuhi segala persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu,
menjadi perbincangan di kalangan ulama’. Bahkan Jumhur ulama’
berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk
perjanjian itu hukumnya wajib sebagimana hukum memenuhi perjanjian
lainnya.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) bab VII pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan
dimana KHI merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang

khusus mengatur warga negara yang beragama islam.



67

Pasal 45 KHI menyatakan bahwa ‘“kedua calon mempulai dapat

mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1) Ta’lik talak
2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan pada hukum islam.

Dengan demikian yang bersangkutan dengan istri ke dua boleh
melakukan perjanjian perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan itu
berkaitan dengan taklik talak. Begitu juga yang dilakukan oleh Tasrokhun
Nihwan. Dalam perjanjiannya dengan istri ke dua, ia akan menceraikannya
bilamana ia telah melahirkan seorang anak.

Dalam perjanjian yang dilakukan itu terdapat sebuah polemik.
Lumrahnya, taklik talak dilakukan dan digantungkan dengan hal-hal yang
merugikan salah satu pihak seperti tidak memenuhi hak dan kewajiban.
Namun, taklik talak dalam perjanjian perkawinan itu digantungkan dengan
hal yang justru menguntungkan dan bisa dikategorikan pemenuhan
kewajiban, bukan meninggalkan kewajiban. Yaitu berupa menghadiahkan

seorang anak bagi suami.

. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami yang
Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak

Berbicara tentang maslahah, inti kemaslahatan yang ditetapkan shari’
adalah pemeliharaan lima hal pokok (Kulliyat al-Khams). Semua bentuk

tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah
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maslahah, begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak
kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut maslahah.!

Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai
mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara
tujuan shara’ (Kulliat al-Khams). Sedangkan menurut menurut Abu Nur
Zuhair, maslahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum
tentu diakui atau tidaknya oleh shara’.

Adapun maslahah Menurut Imam Malik adalah suatu maslahah yang
sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara’, yang berfungsi untuk
menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun
hajiyah (sekunder).® Sejalan dengan prinsip mas/ahah sebelumnya, al-Satibi
menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia
maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama
bertujuan memelihara Kulliyat al-khams, maka termasuk dalam ruang
lingkup maslahah. *

Dalam hal ini maslahah dapat dipahami secara umum menjadi tiga
bagian dalam kitab a/-Muwafagah yang di karang oleh al-imam al Satibi
yaitu :

1. Daruriyah (Primer)

! Firdaus, Ushil Figh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81.

2 Rachmat Syafe’i, Z/mu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

3 Ibid., 120.

4 Abu ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi A/-Muwafagat 17 Usu al-Syari ah,
(Dan ibn afan, 1997),17-18.
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Yang dimaksud daruriyah adalah maslahah yang yang berkorelasi
erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas
kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada mas/ahah al-
daruriyah.” Maslahah daruriyah ini termanifetasi dalam penjagaan yang
sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
Maslahah daruriyah dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang
sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
Rinciannya sebagaimana berikut: dalam hal penjagaan agama, Allah SWT
mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya
kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan
menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam
keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat
lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan,
termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan
melarang menkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga di
antaranya dalam bentuk penyariatan pernikahan secara sah, dan melarang
perbuatan zina dan tindakan aborsi.5

Dalam hal penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses
transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak.
Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan

mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal

3 Ibid, 221.
¢ Abdu al-Wahab Khalaf, ,//mu Ushul Figh', (Jakarta : PT : Rineke Citra, 1990 ), 125.
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dijaga di antaranya dalam bentuk penyariatan larangan minuman-
minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang
kehilangan kesadaran.’

2. Hajiyah (Sekunder)

Yang dimaksud hajiyah adalah masiahah yang dibutuhkan oleh
manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa
mereka, dan andaikan mas/ahah itu tidak terealisasi maka tidak sampai
merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan
manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan . Dalam terminologi
al-Imam Shatibi, maslahah al-hajiyah ini bisa masuk pada ranah ibadah,
al-‘adah , mu’amalah dan jinayah.®

Dalam bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya rukhsah
(dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit
atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika
seseorang sedang melaksankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka
ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan
berbuka.

Dalam hal a/-‘adah, syariat Islam membolehkan memburu binatang
dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga
dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata

hukum Islam. Pada ranah mu’amalah, Allah SWT mensyariatkan

7 Abdu al-Karim Zaidan taqiq, a/-Wajiz fi Usul al-Figh, (Beirut: Muassasat al-Risalah
Riyadl, 2011), 379-380.
8 Ibid, 343.
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kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua
belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam
meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang
jinayah ada syariat seperti menolak hukuman (/4ad) karena adanya ketidak
jelasan (shubhat) dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban
pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.’

3. Tahsiniyah (Tersier)

Tahsiniyah adalah al-maslahah yang menjadikan kehidupan manusia
berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta
menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji.
Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya al-
maslahah al-zafsiniyah ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya
tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang
kesempitan dan kesulitan.!”

Sama halnya dengan maslahah al-hajiyah, maslahah al-tahsiniyah
juga masuk dalam ibadah, al-‘adah, mu’amalah dan jinayah. Dalam
bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan
mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal
‘adah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum
yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah

mu’amalah Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan

® Al-Shatibi, al-Muwafaqat f7 Usul al- Shari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.
19 1bid.,222.
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melarang perbuatan israfl Sedangkan dalam hal jinayah adanya
pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam
peperangan.

Di lain sisi, Kasus perjanjian nikah yang berisi tentang taklik talak
yang digantungkan dengan lahirnya seorang anak bila dilihat dari
perspektif al-maslahah akan memberikan kesimpulan yang berbeda ketika
kasus itu dilihat dari praktiknya saja. Secara praktik, dari sudut pandang
poligami, ia sudah bisa melaksanakan pernikahan poligami. Dan dari
sudut pandang perjanjian pernikahan yang berisi taklik talak yang
digantungkan kepada lahirnya anak masih menimbulkan polemik. Namun
demikian, peneliti tidak akan panjang lebar mengkajinya, karena fokus
kajian dalam penelitian ini bukan terletak pada bahasan normatif.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Tasrokhun Nihwan
dengan Novia Rachmawati yang isinya bahwa Tasrokhun Nihwan akan
menceraikan Novia Rachmawati bila ia telah melahirkan anak tidak
menimbulkan kemaslahatan apa-apa. Tidak mengokohkan kebutuhan
dasar yang lima dan juga tidak memberikan kemaslahatan. Justru
menimbulkan kemafsadatan.

Praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan itu memang tidak
mengganggu kepada kebutuhan dasar yang lima, tidak merobohkan
agama Islam, tidak menghilangkan nyawa, tidak menghilangkan akal,

tidak merusak nasab dan tidak menghilangkan harta benda. Akan tetapi,
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praktik perjanjian pernikahan itu, menimbulkan kemafsadatan, bukan
kemaslahatan meskipun si perempuan sudah menyutujui.

Dalam perjanjian perkawinan itu, si perempuan sepakat untuk
dipoligami dan diceraikan apabila ia telah melahirkan seorang anak
dengan syarat ia dibelikan sebuah rumah. Praktik seperti itu mencederai
terhadap prinsip perkawinan dalam islam, yaitu adanya kelanggengan.
Seperti yang tercermin dalam pasal 2 Kompilasai Hukum Islam yan
berbunyi yaitu; akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksnakanya merupakan suatu ibadah.'!

Selain itu, praktik perjanjian seperti itu merendahkan derajat
perempuan. Pernikahan yang dilakukan seolah-olah hanya bersifat
traksaksional seperti jual beli barang pada umumnya. Si perempuan
memberikan anak dan ia akan mendapatkan rumabh.

Bila itu tetap dilakukan, akan menimbulkan stigma negatif dalam
masyarakat terhadap si perempuan. Ia akan mendapatkan kesulitan pasca
perceraian. Masyarakat akan merasa enggan untuk menerimanya (sebagai
istri). Meninggalkan praktik perjanjian perkawinan seperti itu justru
menimbulkan kemaslahatan. Dan melaksanakan perjanjian perkawinan
seperti itu akan menimbulkan kerusakan dalam hal nasab atau hak asuh

anaknya.

' Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat 1



